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PERATURAN LAZKAH KABUPATEN DAERAE TIKGKAT II RAKNYUNAS
FOWOR 11 TAHUK 1991
TERTAIG
E & RTE'U T BERN &K
DEIGAN RAHIIAT TUHAN YAIG IMAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BAINIYULIAS

Menimbang : a. bahwa ternak merupakan sumber produksi
yang penting dalam upeaya peningkatan -
kesejahteraan masyarskat, oleh karena-
itu perlu diadakan pembinsan dan penga
wasan terhadap ternak serta usaha pe -
ternzkan ;

b. bshva untuk melaksanakan butir a di Wi
ayah Kebupaten Daereh Tingkat II Ba -

nyumas, perlu diadskan Kartu Ternak ;
c. bahwe denzan demikian perlu diatur de
ngan Peraturan Daerszh.
Mengingat : 1. Undang-undeng Nomor 5 Tehun 1974 ten -
tang Pokok-pokok Pemerintehan di Daer-

rah ;
2. Undang eecseces
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Ungang-undeng Homor 13 Tehun 1950 tentang Penb,
Uil h*&)- = % . i n
. ran Daerah-daerah Kabupaten dalam Llng};u%_an B
Tukall Ja 1 ¢
insi Jéava Tengah ’

s nne 1 12/Drt -fahun 195
Uncang-undang Lomor 12/ 5T tentang Pey

Umum Retribusi baerah ;

o

Pro

o]

aturan
Undang-undeng liomor 6 Tehun 1967 tentang Ketent,.
an-ketentuan Pokok Feternakan dan Kesehatgn Heviay

=iy

Peraturan Pemerintgh Nomor 15 Tahun 1977 tentang.
Penolekan, Pencegzhan, Pemberantasan dan Pengopgt
an Penyekit Hevan ;
Peraturan Pemerintaeh Nomor 16 Tahun 1977 tentang
Usaha Peternakan ;

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 6
Januari 1959, tentang Penyerahan Urusan Kesehatan

Ternak kepada Daerah-daerah Sviatantra Baweahan ;

Perajuran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 19
Juli 1961 tenteng Penyerahan Sebagian dari Tuges-
nya dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah [ing -

kel ol 3

Peraturan Dzerah Kebupsten Daerah lingkaet II Ba -
nyumes Homor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Fe
ngangkaten, Kevenangan dan Pemberhentian Pegawel~
legeri Sipil sevagai Pernyidik pada Pegperintah Ka-

busaten Daerah Tingkat II Banyumas.
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nesal P 0 3 ; . . r
Dengen Fersetujuan Dewan Perwakilan Rakyst Dzersh Xz
bupaten Daserah Tingkat II Banyumas
HEKXUTUS KAK:
llenetapkan : PERLTURLI DAZRAH KiPUPATEL DAERAH TING-
K4T IT EAXYULLS TELTANG KARTU TERIAK.

BAB I
KETERTUAR ULEJH
Pegeal ». d

Dalem Pereturen Daersh ini yang dimakesud dengan
e. Bupati Kepela Daersh ialsh Eupati Kepela Daereh -
Tingkat II Banyumes

Devian Perviekilan Rakyat Daerah ialeh Dewan Perva=-

be
kilen Rekyat Daersh Kabupaten Daerah Tingket ITI -

Barnyumas.
Dines Peternzkan izleh Dinas Peternakan Kebupeten

Daerzsh Tingkat II Banyumas.
i, Dinas Pendapetan Dazerah islsh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
Kartu Ternak isleh Kertu tanda pemilikan ternek =

Coe

€e

untuk setiep ekor ternak.

f, Ternsk ialeh Sapi, Kerbau, Kuda, Babi bibit/induk,

ambing dan Domba yang dimiliki oleh perorangan =
maupun Baden Hukum. :
Pepilik Ternek ialeah Seseoresng atszu badesn ussha -

yang memiliki ternzk baik yang dipelihare sendiri

1l




n dipelihera oleh pihak lcin.

maupu
! ‘AahiIry A+
Kac Dzerah ieleh kas Daerah habupaten Daerap
&b Ca . -
I

s neikat Faimvilines
Tingkat Daiyuingse

BAZE ik 8
JIAKSUD DAL ITUJUAN
Pesal 2

liaksud Kertu Ternek untuk menghimpun dan memeliharg
data ternak dalam upaya meningkatkan kesejahterasn-
mzsyoraket den membina usaha peternalen.
Pasal 3
Tujuan pemberian Kertu Ternak adelah :
2. melindungi dan membina budidaya pefernzkan deng-
an Kartu Ternak.
b. mengadzzan dan memelihara dats pemilikan ternak-
Yang sah. )
C. meningltatkan nilai lebih ussha peternakan.
B A-B™ TIT
RAK DAR KEWAJIBAL PENILIK THRIIAK
Faszl 4
Pemilik ternak berhak mendapatkan pembinaén pelayan
Bn kesehaten ternal dan penyuluhan peternakan.
Pasal 5
(1) Setiep pemilix ternak wajil wemilikd K oot
¢W nemiliki Kartu Ter
nelk sebanyok ternak yang aimiliki. g
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(2) Setiap pemilik ternak wajih mendaftarkan ternak-
nya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat selam-
bat-lambatnya 7 (tujuh) heri sejek pembelian =
atau pemilikan ternak.

: (3) Setiap terjadi perubahan pemiliken, pemilik wa -
Jib melaporken kepada Kepala Yesa/Kelurahan se -
tempat paling lambat 7 (tujuh) hari.

B A B IV
KARTU TERNAK

Pasal . 6

(1) Kertu ternak dikeluarkan oleh Bupati Kepala Dae-
reh yang dapat diperoleh dengan mengajukan permo
honan melalui Kepala Desa/Kelurchan setempat.

(2) Dinas Peternaskan dibantu oleh Instansi lain yang
terkait, melaksanakan kegieatan-kegiatan untuk -
penyediaan Kartu Ternak sebagai Bukti Pemilikan-
Ternake

(3) Kartu Ternak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tehun dan harus diperbaharui setiap tehun.

1 T
Bentuk dan Viarna Kartu Ternak bagi masing-mocsing je-

Pas

0

nis ternak ditentukan oleh Bupati kepala Daeral.

Pasal 8
Kertu Ternak berisi keterangan :
e JelliS Veoooe




(1)

(2)

Jenis Ternak
Nama Pemilik
\lamat Pemilik ;

Ciri Ternak ¢

l, Jenis Kelamin ;

2 "0 B0 T 3

3+ Warnzs bulu. ;

4, Lain-lain.

Pelayanan Kesehatan berisi j; nomor, tanggal, jenis

~we e

pelayanan, keterangzn.

BA-B \'
RET R EBI.S 3
Pasal 9

Guna memperoleh Kartu Ternak, pemilik ternsk di -
kenakan Retribusi sebagai berikut :

- Sapi ...eceeven... RD 500,00 (Lima ratus rupizh).
— Kerbal «ceseeseee. Rp 500,00 (Lima ratus rupiah).
- Kuda <eeceeee..oes Rp 500,00 (Lima ratus rupiah).
— Babi bibit/induk Rp 500,00 (Lima ratus rupish).
- Kembing/Domba .... Rp 0,00 ( - Yt
tpabila Kartu Ternak hilang/rusak, pemilik ternak-
wajib mengajukan permohonan penggantian dan dikena
kan biaya administrasi sebesar Rp 250,00 (Dua ra =
tus lima puluh rupiah),
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Pasal 10

Hasil pemungutan Retribusi sebagai dimaksud Pasal 9,

di setor secara bruto ke Kas Daerah.

(1)

(2)

(1)

(2)

o Ty
PENGAVASAN DAN PENYIDIKAN

, Pasal g B |
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Dezerzh 1ini
dilalkuken oleh Dinas Peternakan, Dines Pendzpatan
Daersh dzn InStansi lain yang terkait. ¢
Dengan tidak mengurangi kewenangan Pejabat Penyi-
dik Umum, penyidiken terhadap pelanggarean Pasel 5
6 den 9 dilalukan juga oleh Penyidik Pegawai Ne -
geri Sipil ( PPNS ) sesual dengan peraturan per -

undang-undangan yang berlalu.

B A-B VII
KETZINTUAN PIDATA
Pasal 12

Pelanggaran terhadap Pasal 5, 6 dan 9 Peraturan -

Daersh ini diancam dengan hukumsn kurungen selama

lamanya 3 (tiga) bulan atsu hukuman denda seting-—

gi-tingginya Rp 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupi-

ah ),
Pindak Pidana tersebut ayat (1) adalch pelanggar-—

all,
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BB VIIE
PENUTUP

Pasal.. 13
Hal-hal yang belum cukup diztur delam Peraturan Daerczh
ini sepanjang mengenei pelalksanasnnya akan diatur le -

bih lanjut dengan Keputusen Bupati Kepala Daerai.
Pasz2l 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun -

dangken.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya me
merintahkan pengundangan Peraturan Daerah inl deﬁgan
venempatannya dalam Lembaran Daereh Kabupaten Daerah -
Tingkat II Banyumes.

Purwokerto, 28 September 1991
DEWAN PERVARKILAN RAKYAT DALRAH BUPATI KEPALA DATRAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGEAT II BARYUMAS
BAITYUMAS
KETUA,
ttd. t+d.,

Drs, He MOCH. ISEAXK DJOKO SUDANTOKO



Perzturan Daerzh ini telah disahkan dengan Keputusan
Gubernur Ilepzla Daerah Tingkat I Jawa Tengzh.
Tenggel 10 lMaret 1992 Nomor : 188,3/90/1992.
Diundanglkan dalam Lembaran Daerzh Xebupaten Daerah -
Tingkat II Benyumas. ' \

fomoxr: s Tanggel 26 Juni 1992 Seri & B

Sekretaris Wilayeh/Daerzh
Tingkat II Banyumes,
ttd.
Drse SO EDIMAIL

Pepbing
N.L B 500034 842



I.

SRATURLTY DAERAH KABUPATE

PINJTTASAN
ATA
N DAZRAH TINGEAT II BAIYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 1991
EXTANG
EALRDPUT  TERNAE

PINJELASLYN UKUI.

Tansh air Indbnesia,mempunyai_potensi yang -
cukup besar di dalam bidang peternakan dan hewani se
bagai karunia Tuhan Yang IMaha EZsa yang wajib kita -
syulcuri dan didayagunakah, sehingga dapat di capai -
maenfeat yang sebesar-besarnya bagi kesejahterzan ma-
syareakat. TR ;

Potensi yang sda perlu dimanfaatkan guha kenmek
nuran, kesejahteraan, peningkatan taref hidup rakyat
serte kebutuhan aken protein hewani,

Dalam hal ini perlu bimbingan kearah kebiasz-
en-kebiasazan baru csehingga mereka terjamin benar- be
nar dalam kebutuvhan protein tersebut. .

Kehiasazn-kebiasaan baru itu tidaklah sekedar
terbatas pada kebutuhan yang dimaksud, tetapi perlu
diperluas dengan pengetchuan den kesadaran, bagaime-
na cara menperolehnya, memeliharanya den memperken =
bangkannya untuk kepentingan sesama manusia.

Disemping itu pula ternak sebagai bshen pro - -
duksi untuk menculupi kebutuhan manusis 2l-an orotein

hewani sebagai sumber produksi untuk meninglatkan -




taraf hidup ralyat,

-2 -

Juga sebagai sumber pendapatan -

deerah. Oleh karena itu perlu diadalken inventarisasi
dan evaluasi potensi ternak untuk dopat mengawasi
mengamankan dclam rangks pembanguncn dolam bidang pe

ternakan,

Untuk itu perlu pembiayasn yang harus di gol
dari potensi ternak yang ada sebagoi sumber pendapat

1
a
v

en daerah, sehingga wajib diberi landasan den sumber
hukum yang memadai untuk dikembangkan dan karens ita
lah perlu ditetapkan dengan Peraturcn Daerch.

II. PENJELASAIT PASAL DEMI PASAT.

Pasel 1 H

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5 ayat (1)
ayat (2)

LAd LR an an

ae

ayat (3)

Cukup jelas.

" Cukup jelas.,

Cukup jelas.

Cukﬁp jelas.

Cukup jelas.

Yang dimalsud densen pemilikan -
ialah dapat berupa pemberian, ke-
lahiran, tukar menukar, pembelian
dsb.

Yang dimaksud dengan ayat ini ia-
lah mencakup pengertien bshwa ba-
gi pemilik yang teclah lapor harus
mendapatkan bwl:ti pemiliken yang
diberiken oleh Ilepala Desa/Kelu -

rahan.
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Pasel 6 ayat (1) : Cwup jelas.

ayat (2) : Culup jelas.
ayat (3) : Yang dimezlsud harus diperbaharui-

deleh kalau jangks waktu 1 (satu)
tehun telah habis, harus digenti-
dengen Kartu Ternszk baru.

Pasal 7 ¢ Cukup jelas.
- Paszl 8 ¢ Cukup jelas.,
Pasal 9 ¢ Cultup jelas.

Pasal 10 s.d 14 : Cukup jelsas.



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAN TINGKAT | JAWA TENGAII

NOMOR : 188,3/90/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DABRAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG KARTU TERNAK,

GUBERNUR KEPALA DAERAN TINGKAT | JAWA TENGAH
Mcmbaca L,

Surat Bupali /ZSOUERFNMAIK Kepala Dacrah Tingkat 11 Banyumas
tanggal 40 Januari 1992 nomor : 188, 3/0126/1992 perihal
permohonan pengesahan Peraturan Dacrah

b. Peratran Dacrah Kabupaten / X8M®%#% Dacrah Tingkat 11 Banyumas
Nomor 11 Tabun 1991 tontank Kartu Ternak

Mcnimbang bahwa Gdak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Dacrah yang dimaksud :

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) scrta Pasal S8 ayat (2) dan (3)
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 ;

3. Pasal 9 ayat (2) Undang=undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;

MEMUTUSKAN

Menctapkan  : Mengesahkan Peraturan Dacrah Kabupaten otamadya  Dacrah Tinghat 11 Banyumas
Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Ternak.

Ditctpkan i : Scmarang
Pada wnpgal ;10 Maret 1992,

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG |

td .
Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Kcputusan ini disampaikan kepada Yih

Mecnieri Dalam Negeri di Jakarta @ e X & ;

Dirjen PUOD pad:f Departemen Dalam Negeri di Jahart, (Icng:md(t\'c;lum 1 (k i“xl"t)olu;“hm Peraturan Dacrah.
Banyuma.s Iwo

Bupati S313K0ERTRIFE Kepala Dacrah Tingkat 11 .

Ketwa DPRD Kabupaten / Koxoatygn Dacrah Tingk:nlnll Banyu::s,?:ivﬁl‘:gz};c:to V

Pembanty Gubermnur Jawa Tengah untuk  Wilayah mlr e Tenpah

Kepala Birg Hukum pada Sckretarial Wilayah / Dacrah Tinghat e el s

fn I L

Al DENGAN ASLINYA
ILAYAH / DAERAH TINGKAT |

HaWA TENGAH

nyy Biro Hukum




